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Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan
Campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Negara
Indonesiatidak membatasi lingkup pergaulan warga negaranya maka dari itu peluang terjadinya perkawinan
campuran antar warga negara yang berbeda semakin terbuka. Dampak nyata dari perkawinan campuran
adalah mengenal status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tersebut. Sebelum Undang
Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 berlaku maka peraturan perundangan K ewarganegaraan yang
berlaku di Indonesia adalah Undang Undang K ewarganegaraan No. 62 tahun 1958, undang undang ini
menganut azas ius sanguinis, dimana jikatetjadi perkawinan antara pria warga negara asing dengan wanita
warga negara Indonesia maka anak hasil dari perkawinan campuran tersebut berkewarganegaraan asing
mengikuti warga negara ayahnya. K eberadaan Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 tahun 1958 ini
dinilai tidak adil dari segi kesetaraan gender karena anak tersebut yang masih mempunyai darah Indonesia
dari ibunya dianggap sebagai orang asing . Oleh karenaitu padatanggal 1 Februari 2006 dalam Pembahasan
Rancangan Undang-undang K ewarganegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat menerima usulan dua
kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir datam perkawinan campuran, ini berarti, anak-anak
tersebut mendapatkan dua kewarganeganaan sekaligus pada waktu ia dilahirkan, yaitu kewarganegaraan
ayah dan ibunya sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun. Setelah itu mereka akan menentukan
kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Kemudian padatanggal 11 July 2006 dalam Pembahasan
Rancangan Undang-undang K ewarganegaraan, Dewan Pertimbangan Agung mensahkan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang K ewarganegaraan dan sekaligus menyatakan bahwa Undang-undang Nomor
62 Tentang Kewarganegaraan dinyatakan sudah tidak relevan dan tidak bertaku lagi bagi kehidupan
masyarakat Indonesia dewasaini.
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In this era of globalization, with advances in technology and world travel, it's becoming easier and easier for
people to travel and integrate with other nationalities and ethnic groups often resulting in relationships and
marriage between citizens of different countries. Problems which arise in marriages between people with
different citizenships will also affect their children. One of the side effects of mixed marriagesisthe
citizenship problem of the children resulting from such a marriage. Before the recently applied Act No.
12/2006 regarding citizenship, Indonesia previously used Act No. 62/1958 to regulate citizenship - based on
"7TUS SANGUINIS, meaning that when a marriage occurs between a male foreigner and an Indonesian
woman, their children would automatically become foreigners - following the citizenship of the father -
something which many felt unfair and discriminatory. Aswell as using a Juridical Normatif for the research,
| al'so undertook several interviews with couples of mixed marriages in Jakarta to obtain accurate
information and suggestions regarding the application of regulation No. 12/2006 regarding citizenship.
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